BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1438, 2016

KEMENKEU. Pengampunan Pajak. Pelaksanaan
Undang-Undang. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 141/PMK.03/2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak telah
diatur ketentuan mengenai pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
bahwa guna meningkatkan pelayanan dan lebih
memberikan kepastian hukum dalam rangka
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pengampunan  Pajak, perlu melakukan
penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan
Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a, huruf d, dan

huruf e Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
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Mengingat

Menetapkan

Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pengampunan Pajak;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1043);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN
PAJAK.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak,
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 5

Informasi mengenai identitas Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu:
a. untuk Wajib Pajak orang pribadi, memuat:

1. mnama;

2 alamat;

3. Nomor Pokok Wajib Pajak;

4. Nomor Induk Kependudukan atau nomor

paspor; dan

5. nomor surat izin usaha, bagi yang memiliki;
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b. untuk Wajib Pajak badan, memuat:

1.

2
3.
4

nama,;
alamat;
Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

nomor surat izin usaha.

Ketentuan ayat (5) dan ayat (10) Pasal 13 diubah dan

ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (11), sehingga Pasal

13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.
b.

C.

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

membayar Uang Tebusan;

melunasi seluruh Tunggakan Pajak;

melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar

atau yang tidak seharusnya dikembalikan bagi

Wajib Pajak yang sedang dilakukan

pemeriksaan  bukti permulaan dan/atau

penyidikan  Tindak  Pidana di  Bidang

Perpajakan;

menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib

Pajak yang telah  memiliki kewajiban

menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan; dan

mencabut permohonan dan/atau pengajuan:

1. pengembalian kelebihan pembayaran
pajak;

2. pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi dalam surat ketetapan pajak
dan/atau Surat Tagihan Pajak;

3. pengurangan atau pembatalan surat
ketetapan pajak yang tidak benar;

4. pengurangan atau pembatalan Surat

Tagihan Pajak yang tidak benar;
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(2)

keberatan;
pembetulan atas Surat Tagihan Pajak,
surat ketetapan pajak dan/atau surat
keputusan;
7. banding;
8. gugatan; dan/atau
9. peninjauan kembali,
dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan
permohonan dan/atau pengajuan dan belum

diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Bagi Wajib Pajak yang bermaksud mengalihkan

Harta tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak

harus:

a.

mengalihkan Harta tambahan ke dalam wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui

Bank Persepsi dan menginvestasikan Harta

tambahan dimaksud di dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia paling singkat 3

(tiga) tahun:

1. sebelum tanggal 31 Desember 2016, bagi
Wajib Pajak yang memilih menggunakan
tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 1
dan angka 2; dan/atau

2. sebelum tanggal 31 Maret 2017, bagi Wajib
Pajak yang memilih menggunakan tarif
Uang Tebusan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3;

melampirkan surat pernyataan mengalihkan

dan  menginvestasikan  Harta  tambahan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan
menggunakan format sesuai contoh
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf
B yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.
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Dalam hal Wajib Pajak yang bermaksud

mengalihkan Harta tambahan ke dalam wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), mengalihkan Harta

tambahan dari luar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia melalui cabang Bank

Persepsi yang berada di luar negeri, jangka waktu 3

(tiga) tahun  dihitung sejak Wajib  Pajak

menempatkan Harta tambahannya di cabang Bank

Persepsi yang berada di luar negeri dimaksud.

Cabang Bank Persepsi yang berada di luar negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

mengalihkan Harta tambahan dimaksud ke Bank

Persepsi di dalam negeri paling lama pada hari kerja

berikutnya sejak Harta tambahan  tersebut

ditempatkan di cabang Bank Persepsi yang berada di

luar negeri.

Bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan Harta

tambahan yang berada dan/atau ditempatkan di

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

selain memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak:

a. tidak dibolehkan mengalihkan dan
menginvestasikan Harta tambahan ke luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak
diterbitkannya Surat Keterangan; dan

b. harus melampirkan surat pernyataan tidak
mengalihkan dan menginvestasikan Harta
tambahan yang telah berada di dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan
menggunakan format sesuai contoh

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf



